





Berdasarkan pemamparan penulis yang dituliskan dalam Bab sebelumnya
yaitu, pada Bab I dan Bab II akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :
Tanggung jawab pelaku usaha pengobatan tradisional terhadap
konsumen jasa yang dirugikan, konsumen jasa dapat menuntut tanggung
jawab kepada pelaku usaha pengobatan tradisional dengan menggunakan
Pasal 19 ayat (1), (2), (3) UUPK. Serta Pasal 58 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akan tetapi bagi pihak konsumen tidak
mudah dalam membuktikan kesalahan pihak pelaku usaha dengan
mengingat  posisi konsumen yang lemah.
B. Saran
1. Perlu dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan secara khusus
mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan
konsumen jasa dibidang pelayanan kesehatan pengobatan tradisional.
Agar para pihak mengetahui hal apa saja yang boleh dilakukan dan
dilarang.
2. Perlu adanya pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai jasa pengobatan tradisional sebelum adanya kesepakatan
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antara konsumen jasa dan pelaku usaha pengobatan tradisional
sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara para pihak.
3. Perlu adanya pengawasan dari Pemerintah untuk mengawasi setiap
pelaku usaha pengobatan tradisioanal untuk memberikan
perlindungan terhadap konsumen jasa.
4. Perlu adanya standard pengobatan tradisional sebagai acuan bagi
pelaku usaha pengobatan tradisional yang ditetapkan oleh pemerintah
sehingga dapat menertibkan pelaku usaha pengobatan tradisional
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: Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di lembaga kami untuk
memenuhi tugas pembuatan Skripsi dengan judul :
IiTANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGOBATAN TRAOISIONAL 01
BIOANG PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MEMENUHI HAK-HAK
PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA "
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Yogyakarta, 20 Juni 2016 2015
Saktya Rini Hastuti, S.TP
Ketua
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Telah melakukan wawancara terkait kegiatan penelitian dengan judul :
"Tanggungjawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional di Bidang Pelayanan Kesehatan untuk
Memenuhi hak-hak Pasien Sebagai Konsumen Jasa"
Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yogyakarta, 20 Juni 2016
Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan
Kemitraan
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